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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan
Arsip.

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);



Menetapkan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun
2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUTAN ARSIP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nganjuk;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Nganjuk

3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

4. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan
jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip
Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna,
dan penyerahan arsip statis kepada lembaga

kearsipan.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi  politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan

arsip.

7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan

disimpan selama jangka waktu tertentu.

8. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi

penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

9. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi

penggunaannya telah menurun.



10.Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui,
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

11.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh
Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna
kesejarahan, telah  habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan.

12.Pencipta Arsip adalah lembaga negara,
pemerintahan daerah, perguruan tinggi,
perusahaan, organisasi politik dan organisasi
kemasyarakatan.

13.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta
arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

14.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta
arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan kearsipan.

15.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat
JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya
jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi
tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan  sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Pasal 2

Pedoman Penyusutan Arsip merupakan acuan bagi
Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan
Penyusutan Arsip.

Pasal 3

Penyusutan Arsip meliputi kegiatan:

a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke
Unit Kearsipan;

b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya
dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip
kepada Dinas.



Pasal 4

Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip
berdasarkan JRA.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB II
PEMINDAHAN ARSIP

Pasal 5

Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan
memperhatikan bentuk dan media arsip.

Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. penyeleksian Arsip Inaktif;

b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan
dipindahkan; dan

c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan
sesuai dengan prosedur pemindahan Arsip Inaktif.

Ketentuan mengenai prosedur pemindahan Arsip
Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMUSNAHAN ARSIP

Pasal 7
Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab
pimpinan Pencipta Arsip.
Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap arsip:
a. tidak memiliki nilai guna;

b. telah habis retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkan JRA;

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang
melarang; dan

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses
suatu perkara.

Dalam hal arsip belum memenuhi semua
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan
Pencipta Arsip.



Pasal 8

Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan
sebagai berikut :

a. pembentukan panitia penilai arsip;
b. penyeleksian arsip;

c. pembuatan daftar arsip wusul musnah oleh
Arsiparis di unit kearsipan;

d. penilaian oleh panitia penilai arsip;

e. permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta
Arsip;

f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan

g. pelaksanaaan pemusnahan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan
sesuai dengan prosedur pemusnahan arsip.

(2) Ketentuan mengenai teknik pemusnahan arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYERAHAN ARSIP STATIS
Pasal 10
Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada
Dinas dilakukan terhadap arsip yang:

a. memiliki nilai guna kesejarahan;
b. telah habis retensinya; dan/atau

c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA
Pencipta Arsip.

Pasal 11

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan
sebagai berikut:

a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul
serah oleh Arsiparis di unit kearsipan;

b. penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip
usul serah;

c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis
oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala Dinas
disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta
Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik,
terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;

d. verifikasi dan persetujuan dari kepala Dinas sesuai
wilayah kewenangannya.

e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh
pimpinan Pencipta Arsip; dan

f. pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh
pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala Dinas
dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang
akan diserahkan.



Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Arsip Statis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan
sesuai dengan prosedur penyerahan Arsip Statis.

(2) Ketentuan mengenai prosedur penyerahan Arsip
Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

(1) Pedoman Penyusutan Arsip yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh
Organisasi Perangkat Daerah, Desa, dan BUMD.

(2) Penyerahan arsip statis bagi Organisasi
Kemasyarakatan, Perusahaan Swasta, Organisasi
Politik dan  Perorangan  berpedoman  pada
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Desember 2017
P1t. BUPATI NGANJUK,
WAKIL BUPATI
ttd
ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 18 Desember 2017
Plt SEKRETARIS DAERAH

KEPALA DINAS PERTANIAN
ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP

SISTEMATIKA

BAB I PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
A. Penyeleksian Arsip Inaktif;
B. Penataan Arsip Inaktif; dan
C. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif.

BAB II PEMUSNAHAN ARSIP

Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
Penyeleksian Arsip;

Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah;
Penilaian Arsip;

Permintaan Persetujuan;

Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan; dan

omm U oW

Pelaksanaaan Pemusnahan Arsip:

BAB III PENYERAHAN ARSIP STATIS

Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah;
Penilaian;

Pemberitahuan Penyerahkan Arsip Statis;

Verifikasi dan Persetujuan.

Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan; dan

Tm o0 ® »

Pelaksanaaan Serah Terima Arsip Statis.



BAB I
PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan:
A. Penyeleksian Arsip Inaktif;
B. Penataan Arsip Inaktif; dan

C. Pembuatan daftar Arsip Inaktif.

A.PENYELEKSIAN ARSIP INAKTIF
1.Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan
cara melihat pada kolom retensi aktif.
2.Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui,
maka arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau
frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun (ditandai
dengan penggunaan kurang dari S5 (lima) kali dalam

setahun).

B. PENATAAN ARSIP INAKTIF
1.Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal
usul dan asas aturan asli:

a. asas “asal usul” adalah asas yang dilakukan untuk
menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan
Pencipta Arsip (provenance), tidak dicampur dengan arsip
yang berasal dari Pencipta Arsip lain, sehingga arsip
dapat melekat pada konteks penciptaannya.

b.asas “aturan asli” adalah asas yang dilakukan untuk
menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan
aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan
ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan
kegiatan Pencipta Arsip.

2.Penataan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah/Unit Kerja
dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pengaturan fisik arsip;

b. pengolahan informasi arsip; dan

c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.



3.Penataan Arsip Inaktif yang dipindahkan kedalam boks,
dengan rincian kegiatan:

a. menata folder/berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan
dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut
daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;

b. menyimpan dan memasukkan folder/berkas Arsip Inaktif
kedalam boks arsip;

c. memberi label boks arsip, dengan keterangan: nomor
boks, nama Unit Pengolah, nomor urut arsip, dan tahun
penciptaan arsip.

4.Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif

menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengolah /Unit Kerja.

C. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP INAKTIF

1.Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip Inaktif yang
dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit
Pengolah /Unit Kerja selaku yang memindahkan arsip dan
Unit Kearsipan di lingkungan Pencipta Arsip selaku

penerima arsip atau pejabat yang diberi kewenangan.
2.Daftar Arsip Inaktif sekurang-kurangnya memuat:

a. Pencipta Arsip;

b. Unit Pengolah;

C. nomor arsip;

d. kode klasifikasi;

e. uraian informasi arsip;
f. kurun waktu;
g.jumlah; dan

h. keterangan.



Contoh:

DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN

ORGANISASI: DINAS
PENDIDIKAN

UNIT KERJA: BIDANG

KETENAGAAN
KODE
TINGKAT | NO.

N | KLASIF | yJENIS/ | TAH |JUML[PERKEMBA/BOKS| KETERA
(I (2 (3) 4) | (6) (7) (8)
Yangmemindahkan

Yangmenerim
a
(UnitKerja)

(UnitKearsipan
)
NamadJabatan Nama Jabatan

ttd ttd

namaterang namaterang
NIP................ NIP................

Petunjuk Pengisian :
(1) Nomor

(2) Kode Klasifikasi :
Arsip

(3) Jenis/SeriesArsip :
(4) Tahun
(5) Jumlah

(6) Tingkat

Perkembangan

Berisi nomor urut jenisarsip
Berisi tanda pengenal arsip
yangdapat membedakanantara
masalah yang satu dengan
masalah yang lain

Berisi jenis/seriesarsip

Berisi tahun terciptanyaarsip
Berisi jumlah arsip dalam

setiap jenisarsip(eksemplar/folder/
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boks).

Berisi tingkat perkembangan arsip
(7) NomorBoks (asli/copy/tembusan). Bila terdiri

dari beberapa tingkat
(8) Keterangan perkembangan dicantumkan

seluruhnya

Berisi nomor yang memuat lokasi

pada boks berapa jenisarsip
disimpan

Berisi kekhususan arsip
(kertas rapuh/berkastidak

lengkap/lampiran tidak ada)

3. BeritaAcaraPemindahanArsipsekurang-
kurangnyamemuatwaktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip
yangdipindahkan,jumlaharsip, pelaksana dan
penandatangan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau

Unit Kearsipan.

Contoh:
BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP
Nomor ...,
Pada hari ini ... tanggal.............. bulan.............. tahun.............. yang bertanda tangan

dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah
melaksanakan pemindahan arsip......cccccceeviieennes sebanyak.....c.ceeceeueene. tercantum dalamDaftar

Arsip yang Dipindahkan sebagaimanaterlampir.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang

mempunyai kekuatan hukum sama.

Dibuatdi ...... (tempat), .....(tanggal)

PIHAK YANGMEMINDAHKAN PIHAK YANG MENERIMA
Jabatan*) Jabatan*)
ttd ttd
Nama tanpa gelar**) Nama tanpa gelar**)

NIP NIP
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BAB II
PEMUSNAHANARSIP

II. ProsedurpemusnahanarsipolehPencipta Arsip melalui tahapan

sebagaiberikut:

>

0B EUO0w P

Pembentukan Panitia PenilaiArsip;

Penyeleksian Arsip;

Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah;

. PenilaianArsip;

Permintaan PersetujuanPemusnahan;

Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan; dan

. Pelaksanaan PemusnahanArsip.

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAIARSIP

1.

Pembentukan panitia penilai arsip perangkat daerah

ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.

. Panitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian

arsip yang akan dimusnahkan.

. Panitia penilai arsip berjumlahganjil.

. Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhiunsur:

a. pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua
merangkapanggota;

b. pimpinan Unit Pengolah  yang arsipnya akan
dimusnahkan sebagaianggota; dan

c. Arsiparis atau tenaga pengelola arsip sebagaianggota.

. Panitia penilai arsip perangkat daerah yang memiliki retensi

dibawah 10(sepuluh) tahun terdiridari:

a. pimpinan Unit Kearsipan pada tiap perangkat daerah
sebagai ketuamerangkapanggota;

b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan
dimusnahkan sebagaianggota; dan

c. Arsiparis atau tenaga pengelola arsip sebagaianggota.

. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki

retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun terdiridari:
a. PimpinanLembagaKearsipandaerahsebagai ketua
merangkap anggota;

b. pimpinan perangkat daerah yang arsipnya akan



-7
dimusnahkan sebagaianggota; dan

c. Arsiparis sebagaianggota.

7. DalamhalPenciptaArsipbelummemilikiArsiparis,anggotadapa

tdigantikan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan

tanggungjawab di bidang pengelolaanarsip.

B. PENYELEKSIANARSIP

1.

Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip
melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif

dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah.

. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui

dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip

tersebut dapat dikategorikan sebagai arsip usulmusnah.

. DalamhalPenciptaArsipbelummemilikiJRA ,dalammelaksanak

an pemusnahan arsip mengikuti tahapan prosedur
pemusnahan arsip dansetelah mendapat persetujuan

KepalaANRI.

C. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP USULMUSNAH

1.

Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul

musnah.

. Daftar arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi:

nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan,

dan keterangan.

Contoh:
DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH
TINGKAT
NO JENIS TAHUN [JUMLA KETERANGA
ARSIP H PERKEMBANG N
Keterangan :
Nomor : berisinomorurut

Jenis/SeriesArsip : berisijenis/seriesarsip
Tahun : berisi tahun pembuatanarsip

Jumlah : berisi jumlaharsip
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TingkatPerkembangan : berisi

tingkatankeaslianarsip(asl;i,copy, atau
salinan)

Keterangan : berisi informasi tentang
kondisiarsip(misalnyarusak/tidak

lengkap/berbahasaasing/daerah.

D. PENILAIANARSIP
1.Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip
usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung
terhadap fisik arsip.
2.Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam nomor 1
dituangkan  dalampertimbangan  tertulis oleh  panitia
penilaiarsip.

Contoh:



9.

SURATPERTIMBANGAN

PANITIA PENILAI ARSIP
Berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip di ........ (Nama
OPD/BUMD,)........ berdasarkan Surat ....... (Pejabat  Pengirim Surat)
......... Nomor:................tanggal......., dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari
tanggal................... S/dueeenennnnnnn. , terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah

dengan menghasilkan pertimbangan:

a.menyetujui usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir; atau

b.menyetujuiusulan pemusnahan arsip, namun ada beberapa berkasyang
dipertimbangkan agar tidak dimusnahkan dengan alasan tertentu...................
sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan permohonan
persetujuanusul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui

prosedur yang telah ditetapkan.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

1. (Ketua) s
(...NTIP...,...jabatan............ )

2. ANggota it es
(...NIP...,...jabatan............ )

3. ANZEOtA  iererreeeeeeaee e e aas
(...NTIP...,...jabatan............ )

4. ANGEOta ettt e eeas
(...NIP...,...jabatan............ )

5.ANGE0tAa irrereeeeerereeeee e eaas

(...NIP...,...jabatan............ )
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E. PERMOHONANPERSETUJUAN/PERTIMBANGAN

1.

Persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip terdiridari:

a.

Pemusnahan arsip di
lingkunganPemerintahanDaerahkabupaten Nganjuk yang
memiliki retensi sekurang-kurangnya 10(sepuluh) tahun
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala
ANRI;

Pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang
memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari
KepalaANRI;

Pemusnahan arsip di
lingkunganpemerintahandaerahkabupaten yang memiliki
retensi dibawah 10 (sepuluh) tahunharus mendapat
persetujuan tertulis daribupati;

Pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang
memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun harus
mendapat pertimbangantertulis dari pimpinan BUMN

atau BUMD.

Dalam hal pemusnahan arsip tanpa JRA harus

mendapatkan  persetujuan dari Kepala ANRI tanpa

membedakanretensinya.

. Proses permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan

arsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

menyampaikan surat permohonan
persetujuan/pertimbangan dari
pimpinanPenciptaArsipkepadabupati;

menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa salinan
cetak dan salinan elektronik; dan

menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai
arsip.

F. PENETAPAN ARSIP YANG AKANDIMUSNAHKAN

1.

Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Pencipta Arsip

mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan

dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis

dari BupatiNganjuk untuk arsip yang usianya dibawah 10

tahun;
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2. Pemimpin Lembaga Kearsipan Kabupaten mengeluarkan
penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan
mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI untuk

arsip yang usianya sekurang-kurangnya 10 tahun.

G. PELAKSANAAN PEMUSNAHANARSIP

1. Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikanketentuan:

a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip
musnah dan tidak dapatdikenali;

b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari
unit kerja
bidanghukumdan /atauunitkerjapengawasandarilingkunga
n Pencipta Arsip yang bersangkutan;dan

c. disertai penandatanganan berita acara yang memuat
daftar arsip yang dimusnahkan.

2. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat
Berita AcaraPemusnahan beserta Daftar Arsip Usul
Musnah yang dibuat rangkap 2(dua).

3. BeritaacaratersebutditandatanganiolehpimpinanUnitKearsip
an, pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan
dimusnahkan, dan disaksikansekurang-kurangnya dari unit
kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan.

Contoh:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Nomor ... ...,
Pada hari ini
................ tanggal..............bulan..............tahun..............
vang bertanda tangan

dibawahini,berdasarkanJadwalRetensiArsipdanberdasarkanp

enilaiankembaliarsiptelah melaksanakan pemusnahan

P25 ST © J sebanyak..................... tercantum
dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan
terlampir............ lembar. Pemusnahan arsip secara total

dengan cara........ccoiciiiiiiiiiiiiiii.,
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Saksi-Saksi Kepala UnitKearsipan

1.(KepalaUnitPengolah)

......

4. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara, antara
lain:
a. pencacahan;

b. penggunaan bahan kimia; atau

c. pulping.

5. Arsip yang  tercipta dalam pelaksanaan kegiatan
pemusnahan arsip wajibdisimpan oleh Pencipta
Arsip,meliputi:

a. keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;

b. notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat
melakukanpenilaian;

c. surat pertimbangandari panitia penilaikepada
pimpinanPencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip
yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat
untuk dimusnahkan;

d. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Bupati untuk
pemusnahanarsipyangmemilikiretensidibawah 10 tahun;

e. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan
pelaksanaan pemusnahanarsip.

f. berita acara pemusnahanarsip

g. daftar arsip yangdimusnahkan.
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BAB III
PENYERAHAN ARSIP STATIS

III. Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagaiberikut:

A.

>

TE U0 W

Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip UsulSerah;
Penilaian;

Pemberitahuan Penyerahan ArsipStatis;

. Verifikasi danPersetujuan.

Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan;dan

Pelaksanaaan Serah Terima Arsip Statis.

PENYELEKSIAN DAN PEMBUATAN DAFTAR ARSIP USUL

SERAH

1. Penyeleksian Arsip Statis dilakukan melalui JRA dengan
cara melihat pada
kolomretensiinaktifdanpadakolomketeranganyangdinyataka
npermanen.

2. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui
dan pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka
arsip tersebut telah memasuki masa arsip usul serah.

3. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip
usul serah.

4. Daftar arsip usul serah sekurang-kurangnya berisi: nomor,
kode
klasifikasi,uraianinformasiarsip,kurunwaktu,jumlaharsipd

an keterangan.

Contoh:
DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN
NamaPencipta D e,
=) I
Alamat D e (B)eeeeeeaaan...
No Uraian
Kode Jumlah
Klasifik Informa Kurun Arsi Keterang
asifi rsi
i si arsip Waktu P an

1 2 3 4 S 6




tahun.............
Yang mengajukan Menyetujui,
Pimpinan PenciptaArsip Kepala Lembaga Kearsipan
ttd. Kabupaten
( nama jelas) ttd.
NIP............ ( nama jelas )
NIP............
Petunjuk Pengisian :
(a) NamaPencipta : Diisi namainstansi/PenciptaArsip;
(b) Alamat : Diisi alamat instansi/PenciptaArsip;
1. Nomor : Nomor urut;
2. KodeKlasifikasi : Kode klasifikasi arsip (apabila memiliki
klasifikasi
arsip);
3. UraianInformasi Arsip : Uraian informasi yang terkandung
dalamarsip;
4. KurunWaktu : Kurun waktu terciptanyaarsip;
5. Jumlah Arsip : Jumlah arsip(lembaran,berkas);
6. Keterangan :  Informasi khusus yang penting
untukdiketahui,

seperti: kertas rapuh, berkas tidak
lengkap, lampiran tidak ada, tingkat

keaslian dan sebagainya.
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PENILATANARSIP

1.

Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip
usul serahdengan melakukan verifikasi secara langsung
terhadap fisik arsip.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam nomor 1
dituangkan dalampertimbangan tertulis oleh panitia

penilaiarsip.

PEMBERITAHUAN PENYERAHAN ARSIPSTATIS

1.

Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh

pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga

Kearsipan Kabupaten sesuai wilayah kewenangannya

disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip

bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh,
dan dapat digunakan.

Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus

memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

a. menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip
Statisdari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala
Lembaga Kearsipan Kabupaten sesuai wilayah
kewenangannya.

b. menyampaikan daftar arsip usul serah; dan

c. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia
penilaiarsip.

. VERIFIKASI DANPERSETUJUAN
1.

Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya
melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan
permohonan penyerahan Arsip Statis dari PenciptaArsip.
Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya
dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar
arsip usul serah terhadap arsip yang diterima atau ditolak
kepada PenciptaArsip.

Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya
memberikan persetujuan atas daftar arsip usul serah dari

Pencipta Arsip.

PENETAPAN ARSIP YANGDISERAHKAN

1.

Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan
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terhadap arsip yang
akandiserahkankepadalLembagaKearsipansesuaiwilayah

kewenangannya dengan mengacu pada persetujuan dari

Kepala Lembaga Kearsipan Kabupaten.
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F. PELAKSANAAN SERAH TERIMAARSIP

1.

Pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan
Pencipta Arsip Lkepada Kepala Lembaga Kearsipan
Kabupaten Nganjuk dengan disertai berita acara, daftar

arsip usulserah dan fisik arsip yang akan diserahkan.

2. Susunan format berita acarameliputi:

a. Kepala,memuatlogo,judul,danhari/

tanggal/tahun,tempat pelaksanaan penandatanganan,
nama dan jabatan para pihak yang membuat

beritaacara;

. batang tubuh, memuat kegiatan yang

dilaksanakan,termasuk
bilamanaadaklausulperjanjianantarakeduapihakkhusus
nya mengenai hak akses ArsipStatis;

kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak
yang dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para

pihak yang melakukan penandatanganan naskahberita.
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Contoh:

LOGO INSTANSI
MENYERAHKAN ARSIP

NAMA PENCIPTA ARSIP YANG MENYERAHKAN ARSIP STATIS
ALAMAT PENCIPTA ARSIP TELEPON, FAKSIMILI, WEBSITE

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP

DARI (NAMA PENCIPTA ARSIP) KEPADA LEMBAGA
KEARSIPAN ...
NOMOR : KODE KLASIFIKASI/ TAHUN PENYERAHAN

Pada hari ini, —cccccoeviieeeeeee. , tanggal ...... , bulan ........... , tahun ....... bertempat
di.... (nama tempat dan alamat) kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1 Nama
NIP/NIK
Jabatan*)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama
(PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan)
2. Nama :

NIP/NIK

Jabatan*)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, telah melaksanakan serah
terima arsip ..... (nama PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan) yang memiliki
nilai guna nasional seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk
disimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.
Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan PARA
PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Dibuat di ... (tempat), ...
(tanggal)
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Jabatan*) Jabatan*)
ttd Ttd
Nama tanpa gelar**) Nama tanpa gelar**)
NIP NIP

*) Pimpinan instansi/Pencipta Arsip dapat diwakilkan.

**) Huruf dicetak bold.

Naskah Berita Acara diketik menggunakan jen is huruf Bookman 0Old Style,
ukuran 12

*) Dalam hal tertentu dapat diwakilkan

Plt. BUPATI NGANJUK,
WAKIL BUPATI
ttd
ABDUL WACHID BADRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005




